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ABSTRAK 

       M. Rizki Pratama Bimantara. 04020220345, Dispensasi Nikah dan 
Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Dilahrikan perspektif Hukum Positif Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dibimbing oleh Bapak 
Ilham Abbas dan Sahban   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proteksi hak-hak anak serta tanggung 
jawab suami dan istri terhadap keturunan yang berasal dari perkawinan di usia 
dini yang diawali dengan dispensasi nikah, merujuk pada Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 
metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 
Metode pendekatan perundang-undangan menelaah Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan PERMA Nomor 5 Tahun 
2019; sementara pendekatan konseptual mengkaji konsep perlindungan 
hukum, hak anak, dan dispensasi dari sumber literatur yuridis. Sumber data 
primer dan sekunder terdiri dari literatur hukum dan publikasi ilmiah, serta 
bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum 
dianalisis secara preskriptif untuk menjelaskan norma hukum yang berlaku 
serta memberikan argumentasi dan rekomendasi normatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang 
lahir dari perkawinan dispensasi nikah secara normatif telah diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Anak yang lahir dari perkawinan 
tersebut memiliki status hukum sebagai anak sah dan berhak memperoleh 
perlindungan serta pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi. Suami dan istri 
yang menikah melalui dispensasi nikah memikul tanggung jawab hukum penuh 
terhadap anak yang dilahirkan, meliputi kewajiban pengasuhan, pendidikan, 
perlindungan, dan kesejahteraan anak. Namun, dalam praktik, pemenuhan 
hak anak belum sepenuhnya optimal karena faktor ketidaksiapan orang tua 
dan belum adanya pengawasan pasca-perkawinan. 
 
Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlu penguatan 
implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian 
dispensasi nikah, khususnya dengan memperketat pertimbangan hakim serta 
mendorong adanya pendampingan dan pengawasan pasca-perkawinan bagi 
pasangan usia dini. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya 
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pencegahan perkawinan anak, melalui edukasi hukum, perlindungan sosial, 
dan pemberdayaan ekonomi keluarga, guna menjamin terpenuhinya hak-hak 
anak secara berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Orang 
Tua, Perkawinan Usia Dini 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar tetapi tetap memiliki 

keragaman agama yang signifikan. Selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 

Buddha, Konfusianisme, dan agama-agama kecil lainnya juga ada di 

negara ini. Prinsip-prinsip dasar yang mendasari pluralisme agama di 

Indonesia tercantum dalam Pancasila, landasan nasional Indonesia. Dalam 

epistemologi hukum Islam, terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi 

dasar pemahaman dan interpretasi hukum Islam. 

       Itu termasuk Al-Qur’an dan Hadis. Sangat penting dicatat bahwa selain 

prinsip-prinsip di atas, epistemologi hukum Islam juga mencakup penelitian 

dan penggunaan berbagai metode. Seperti, ushul fiqh, yang menggunakan 

metode penggalian hukum dari sumber-sumber utama Islam, ijtihad, yaitu 

penalaran hukum oleh cendekiawan Islam, istinbat, metode penarikan 

kesimpulan hukum dari prinsip-prinsip umum. Penting untuk dicatat bahwa 

epistemologi hukum Islam terus berkembang seiring waktu karena 

kontribusi ulama dan cendekiawan Islam dalam memperkaya pemahaman 

hukum Islam.1 

 
1Saputri et al., (2020) Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Jurnal Masharif 
Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 5(2).  

2

2

2

9

41
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       Manusia, sebagai entitas biologis, terlibat dalam interaksi konstan 

dengan sesama manusia serta organisme lain. Sepanjang perjalanan 

hidupnya, individu manusia secara konsisten bergantung pada pihak lain, 

karena mereka tidak mampu memenuhi aspirasi pribadi secara mandiri. 

Oleh karena itu, manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang saling 

bergantung dan dibutuhkan oleh orang lain. Interdependensi ini antara 

manusia terjadi dalam konteks yang konstruktif. Salah satu aspek 

kemandirian tersebut adalah kebutuhan akan pasangan hidup. Faktor 

utama yang mendorong manusia untuk hidup bersama orang lain adalah 

dorongan seksual, yang secara spesifik mengacu pada dorongan untuk 

memperluas generasi. Untuk mewujudkan aspirasi tersebut, proses 

perkawinan atau pernikahan memerlukan mekanisme yang diperlukan..2 

       Individu manusia, dalam eksistensinya sehari-hari, dibayangkan pada 

beragam kebutuhan yang kompleks. Keberadaan kebutuhan-kebutuhan ini 

secara intrinsik memotivasi manusia untuk menjalankan berbagai aktivitas 

guna memenuhi kebutuhan tersebut. Hal serupa berlaku untuk kebutuhan 

manusia terhadap agama. Dari perspektif linguistik, kata “agama” berasal 

dari bahasa Sansakerta, yang secara etimologis bermakna “tidak kacau”. 

Istilah ini terdiri dari dua komponen morfologis, yakni “a” yang menandakan 

 
2 Hardianti & Nurwati, (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. Focus: 
Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(2), 111-120. 
 

33

67
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negasi “tidak”, dan “gama” yang menandakan “kacau”. Interpretasi ini 

menyampaikan bahwa agama berfungsi sebagai seperangkat norma yang 

mengatur kehidupan manusia untuk mencegah kekacauan. Dalam konteks 

bahasa Arab, agama disebut sebagai "din", yang didefinisikan sebagai 

"ajaran mengenai kepatuhan mutlak (kepada Tuhan, Allah)", konsep ini 

selaras sepenuhnya dengan makna "Islam", yang berarti "penyerahan diri 

total (kepada Tuhan)". Berdasarkan pandangan para salaf al-shālih, 

sebagaimana yang dirujuk oleh Atiqullah, agama merupakan keyakinan 

manusia terhadap eksistensi Allah Swt, yang kebenarannya dibuktikan 

melalui dimensi emosional iman (qalb), diungkapkan secara verbal (lisan), 

dan diimplementasikan melalui tindakan praktis.3 

       Regulasi negara di Indonesia mencakup institusi perkawinan, dengan 

pemerintah yang secara aktif memperhatikan dan bertanggung jawab atas 

pengendalian serta arahannya sebagai mekanisme sosial untuk menjaga 

dan meningkatkan kehormatan perempuan. Oleh karena itu, negara dan 

pemerintah menetapkan norma terkait usia minimum yang diperlukan untuk 

melaksanakan perekonomian. Norma ini dirinci dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menguraikan batas usia 

guna mewujudkan pernikahan yang berkualitas dan ideal dengan 

 
3 Asrori, (2021). Manusia dan Agama" yang diterbitkan dalam jurnal "Islamuna: Jurnal Studi 
Islam, 2(2),  
 

38

74
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kematangan yang cukup. Batasan usia minimum yang ditentukan adalah 

19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sesuai dengan Pasal 

7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini mencakup 

sejumlah kaidah yang menjamin kelangsungan perkawinan secara efektif 

sesuai dengan esensinya, yakni melalui dasar ketulusan, partisipasi 

keluarga, serta persiapan mental dan fisik dari kedua calon mempelai.4 

       Institusi perkawinan didefinisikan sebagai perjanjian suci yang kuat 

dan stabil, yang dirancang untuk membangun keluarga yang permanen, 

saling menjaga, saling mencintai, damai, bahagia, dan abadi antara 

seorang laki-laki dan perempuan, dengan kehadiran dua orang Saksi laki-

laki sebagai pengawas. Selain itu, dalam sistem hukum Islam, perkawinan 

harus dijalankan melalui akad atau perikatan hukum yang mengikat kedua 

pihak. Secara esensial, perkawinan adalah suatu perjanjian atau 

pengikatan sakral antara seorang laki-laki dan perempuan. Perjanjian ini 

antara laki-laki dan perempuan didasari oleh rasa saling mencintai, saling 

menyukai, dan saling rela di antara kedua belah pihak, sehingga tidak 

terdapat unsur pemaksaan dari satu pihak ke pihak lain. Perjanjian sakral 

tersebut dalam perkawinan terwujud melalui mekanisme ijab kobul yang 

 
4 Achmad Bahroni, (2019). Dispensasi kawin dalam tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2002 
juncto undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Transparansi Hukum, 2(2). 
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wajib dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya memiliki 

otonomi penuh atas diri calon mereka.5 

Untuk membangun perkawinan yang berkualitas, diperlukan akuntabilitas 

dan perspektif dewasa dari kedua belah pihak, karena itu kesiapan mental 

dan fisik merupakan aspek paling esensial dan prioritas dalam perkawinan 

guna menciptakan keluarga yang sejahtera. Jika perkawinan tidak 

diantisipasi dengan baik secara fisik, maka potensi kegagalan dalam 

dinamika rumah tangga menjadi sangat mungkin terjadi. Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur ketentuan 

mengenai batasan usia seseorang untuk menjalankan perkawinan, 

meskipun telah diatur dalam undang-undang tersebut, tidak dapat 

disangkal bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih berlangsung di 

kalangan masyarakat.6 

     Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an Q.S Al-Baqarah ayat 223 : 

 
5 Musyafah, (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Crepido, 2(2),  
6 Nanda, D., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Dampak dari pemberian dispensasi pernikahan 
pada kasus pernikahan anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Perkawinan, berdasarkan studi kasus di Pengadilan Agama Singaraja. 
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Terjemahannya : 
       Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajibanayah 
menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 
Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. 
Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula 
ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. 
Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan 
persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas 
keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), 
tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara 
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
      
       Dalam situasi di mana individu masih berada di bawah ambang batas 

usia yang ditentukan, pelaksanaan perkawinan memerlukan intervensi wali 

yang sah secara yuridis dan religius, yang harus dilaksanakan sesuai 

dengan norma yang berlaku. Di Indonesia, peraturan yang mengatur 

institusi perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, yang di antaranya mencakup persyaratan perkawinan, termasuk 

batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan.  
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       Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang 

mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya 

diizinkan jika calon suami dan istri telah mencapai usia 19 tahun. Meskipun 

demikian, Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan 

bahwa dalam kasus pelanggaran batas usia sebagaimana diatur dalam 

Ayat 1 Pasal 7, permintaan dispensasi perkawinan dapat diajukan ke 

pengadilan dengan motivasi yang sangat urgen, didukung oleh bukti-bukti 

yang cukup kuat.        

       Dalam amandemen Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimum 

untuk perkawinan yang awalnya ditentukan sebagai 19 tahun bagi laki-laki 

dan 16 tahun bagi perempuan telah direvisi menjadi 19 tahun untuk kedua 

pihak. Peningkatan ambang batas usia ini dirancang untuk mencegah 

terjadinya perkawinan pada tahap anak-anak. Penjelasan ini tercantum 

dalam alinea kedua bagian umum Undang-Undang Perkawinan, yang 

menegaskan bahwa kenaikan usia perkawinan khususnya bagi wanita 

dimaksudkan untuk mengantisipasi praktik perkawinan di usia anak, 

berdasarkan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum genap berusia 18 

tahun, mencakup juga janin dalam rahim.7 

 
7 Hakim, I. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 Dan Interprestasi Hakim Pengadilan Agama. Journal of Civil and IslamicFamily Law. 
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       Dispensasi didefinisikan sebagai bentuk izin yang diberikan terhadap 

suatu pembatasan yang diatur dalam perundang-undangan. Konsep ini 

mencakup situasi di mana legislator menetapkan larangan, namun karena 

adanya faktor-faktor krusial, kebebasan dapat diberikan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merujuk pada pembebasan dari suatu 

norma akibat pertimbangan spesifik, pelepasan dari kewajiban atau 

pembatasan. Dalam kamus hukum yang disusun oleh Sudarsono, 

dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk kondisi 

yang bersifat khusus, pembebasan dari larangan atau kewajiban. Demikian 

pula, sebagaimana dijelaskan oleh C.S.T. Kansil, makna dispensasi adalah 

keputusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan regulasi tidak berlaku 

untuk kasus yang diajukan oleh pemohon.8 

       Ketentuan dispensasi ini memicu dilema yuridis serta perlindungan hak 

anak. Pada satu aspek, instrumen dispensasi dapat dianggap sebagai jalur 

legitimasi bagi individu yang belum mencapai ambang batas usia untuk 

melangsungkan perkawinan secara sah; namun, pada aspek lain, hal 

tersebut membuka peluang bagi praktik perkawinan anak yang belum 

memiliki kesiapan fisiologis, mental, sosial, maupun finansial, sehingga 

berisiko melanggar hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, hak atas 

kesehatan, dan hak atas pertumbuhan optimal sebagaimana diamanatkan 

 
8 Judiasih et al., (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan 
bawah umur di Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 3(2), 203-222. 
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dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Sebagai ilustrasi, kajian empiris menunjukkan bahwa "meskipun Undang-

Undang Perkawinan menetapkan usia minimal 19 tahun, implementasi 

mekanisme dispensasi masih menyediakan celah bagi perkawinan di 

bawah umur".9 

       Untuk membangun perkawinan yang ideal, komitmen dan rasionalitas 

matang dari kedua belah pihak menjadi imperatif, sehingga persiapan 

mental dan fisik merupakan elemen terpenting dan fundamental dalam 

perkawinan guna mewujudkan keluarga yang prosper. Jika perkawinan 

tidak disiapkan dengan teliti secara fisik, maka potensi disintegrasi dalam 

dinamika domestik menjadi sangat nyata. Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan telah merumuskan norma mengenai 

batasan usia individu dalam menjalankan perkawinan, meskipun telah 

diatur dalam undang-undang tersebut, tidak dapat disangkal bahwa 

fenomena perkawinan di bawah umur masih prevalen di tengah komunitas 

masyarakat.10 

      Institusi perkawinan pada tahap usia prematur tidak dapat diterima, 

mengingat bahwa pernikahan melibatkan asumsi beban dan akuntabilitas 

baru, seperti pengelolaan unit keluarga, tanggung jawab atas perawatan 

 
9 Huda & Munib, (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum 
Islam. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan, 6(2), 36-48. 
10 Nanda et al., (2023). Konsekuensi pemberian dispensasi pernikahan terhadap kasus pernikahan 
anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 
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anak, serta jaminan kesejahteraan yang memadai bagi keturunan. Semua 

tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang sederhana untuk diemban, 

terutama jika dilaksanakan pada usia yang belum matang. Terdapat 

kekhawatiran bahwa jika individu pada usia dini telah menanggung tugas 

domestik, kesehatan mental mereka akan terganggu, dan khususnya bagi 

perempuan, perkawinan prematur berisiko tinggi menyebabkan abortus 

pada masa muda atau mortalitas ibu dan bayi.11 

       Fenomena peningkatan kasus perkawinan anak dan kekerasan 

merupakan tantangan serius dalam domain pelanggaran hak asasi 

manusia yang harus ditangani dengan prioritas tinggi, mengingat 

implikasinya sebagai violasi hak anak yang mengakibatkan penurunan 

standar kualitas sumber daya manusia. Aspek-aspek seperti bentuk, 

jumlah, dan tingkat keparahan insiden kekerasan seksual juga 

menunjukkan tren kenaikan yang mencolok. Meskipun demikian, 

mekanisme hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh 

efektif dalam mencegah, menjaga, memulihkan, serta memperkuat posisi 

korban. Lebih lanjut, sistem ini dinilai belum mampu menjamin keadilan 

hukum, dan juga gagal dalam membangun wawasan serta kesadaran 

masyarakat untuk menghilangkan praktik kekerasan seksual. Akibatnya, 

pembentukan undang-undang yang berperan sebagai kerangka hukum 

 
11 Fadilah, (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah 
Universitas Trunojoyo, 14(2), 88-94. 
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komprehensif menjadi imperatif untuk menyediakan perlindungan 

maksimal bagi korban. Penegakan hukuman yang tegas dan berat 

terhadap pelaku diantisipasi akan menciptakan efek pencegahan serta 

memberikan pembelajaran hukum kepada masyarakat luas.12  

       Di bawah sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan untuk pria dan wanita yang telah mencapai ambang batas usia 

minimal 19 tahun. Selain itu, norma ini dikonfirmasi ulang dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI), yang menetapkan kriteria usia perkawinan untuk 

memelihara harmoni keluarga. Sayangnya, dalam praktik sehari-hari, 

wewenang ayah untuk menikahkan anak perempuannya, yang disebut hak 

ijbar, sering kali disalahgunakan. Menurut peraturan hukum positif di 

Indonesia, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan 

menegaskan bahwa perkawinan harus berlandaskan pada persetujuan dari 

kedua calon mempelai.13  

       Walaupun demikian, fenomena perkawinan di bawah ambang batas 

usia tetap berlangsung di berbagai wilayah. Sistem hukum positif 

menyediakan instrumen dispensasi perkawinan melalui persetujuan 

 
12 Pinky Saptandari, (2022) Buku Ajar Antropologi Pembangunan Dalam Bingkai Pluralisme Dan 
Feminisme, jakarta : Airlangga University Press 
13 Siti Nurholilah, (2023) Perkawinan Paksa Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan 
Maqasid Shari’ah, Indonesia : Cipta Media Nusantara 
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pengadilan bagi calon pasangan yang belum mencapai batas usia sebagai 

solusi yuridis untuk situasi khusus. Namun, ketentuan mengenai "alasan 

mendesak" serta persyaratan tambahan lainnya sering kali menjadi subjek 

kontroversi karena tidak selalu dirumuskan secara operasional, sehingga 

menciptakan ambiguitas dalam implementasi yudisial.14     

       Penerapan dispensasi memunculkan dilema antara aspek legalitas 

formal dan perlindungan hak anak. Di satu pihak, dispensasi memberikan 

validasi yuridis bagi pasangan yang sudah terikat dalam perkawinan; di 

pihak lain, hal tersebut dapat mengabaikan hak-hak anak seperti akses 

pendidikan, kesehatan, dan perkembangan optimal yang dijamin oleh 

peraturan lain (contohnya, Undang-Undang Perlindungan Anak). Berbagai 

penelitian lapangan menunjukkan kecenderungan naiknya permintaan 

dispensasi di sejumlah wilayah, sambil menyoroti risiko dampak sosial-

ekonomi yang merugikan serta ancaman terhadap kesejahteraan anak.15 

       Dari sudut pandang normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

diformulasikan untuk mengurangi frekuensi perkawinan anak sekaligus 

menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best 

interest of the child). Namun, realitas empiris di tengah masyarakat 

 
14 Al-Hasan & Yusup, (2021) Dispensasi pernikahan dalam sistem hukum Indonesia: Memastikan 
kepentingan terbaik anak melalui keputusan hakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(1). 
15 Cakraningtyas, (2023). Dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur: Kajian perspektif hak 
asasi manusia anak dalam pembuatan kebijakan (studi kasus di Kabupaten Jepara). Journal of Politic 
and Government Studies, 12(2), 480-494. 
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mengungkapkan diskrepansi antara aspirasi yuridis tersebut dengan 

implementasi dispensasi perkawinan. Pemberian dispensasi yang terlalu 

longgar berpotensi mengabaikan substansi perlindungan anak, sehingga 

norma ambang batas usia perkawinan hanya berfungsi sebagai prosedur 

administratif semata.        

       Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang 

mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengakibatkan transformasi fundamental dalam hal batas usia 

perkawinan, yaitu menetapkan usia minimum untuk melangsungkan 

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada 19 tahun. Transformasi ini 

menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak dari praktik 

perkawinan di usia dini yang selama ini menghasilkan berbagai masalah 

sosial, kesehatan, dan hukum. Meskipun demikian, undang-undang 

tersebut masih menyediakan opsi dispensasi perkawinan melalui 

pengadilan, yang dalam praktiknya justru menjadi celah hukum yang 

memungkinkan kelangsungan perkawinan anak.16 

       Dinamika yang berkembang sejak diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan lonjakan drastis dalam pengajuan 

dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Mayoritas permohonan didorong 

oleh faktor-faktor seperti konsepsi di luar pernikahan, paksaan sosial, 

 
16 Ahmad Rofiq, (2019). Hukum Perdata Islam yang berlaku di Indonesia, Jakarta : RajaGrafindo 
Persada. 
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kondisi ekonomi, dan rasa takut akan diskriminasi masyarakat. Kondisi 

tersebut merefleksikan bahwa dispensasi perkawinan sering dijadikan 

sebagai pendekatan kilat untuk menangani masalah sosial, tanpa 

pertimbangan komprehensif mengenai konsekuensi jangka lama terhadap 

anak yang dihasilkan dari perkawinan semacam itu.17 

       Di tengah praktik peradilan, orientasi dominan dalam pemberian 

dispensasi nikah cenderung tertuju pada aspek validitas yuridis perkawinan 

orang tua, alih-alih pada safeguard hak-hak anak yang sedang atau telah 

dikandung. Sementara itu, anak yang berasal dari perkawinan di usia dini 

rentan terhadap multiple risiko, seperti insufisiensi persiapan orang tua 

dalam pengasuhan, volatilitas ekonomi rumah tangga, serta defisit akses 

ke pendidikan dan pelayanan kesehatan yang optimal. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa objektif perlindungan anak sesuai mandat undang-

undang belum sepenuhnya tercapai dalam aplikasi praktis.18 

       Secara yuridis, diperlukan penilaian komprehensif mengenai efikasi 

instrumen dispensasi dalam mekanisme peradilan untuk menjamin 

safeguard hak-hak kelompok yang paling rentan serta realisasi prinsip 

"kepentingan terbaik anak". Kajian tersebut idealnya mencakup aspek 

normatif (integrasi regulasi), prosedural (prosedur yudisial dan standar 

 
17 Rika Saraswati, (2020). Hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia: Citra Aditya Bakti 
18 Sri Wahyuni, (2021). Perkawinan Anak: Tantangan Hukum dan Sosial di Era Reformasi. Jakarta :  

Yayasan Pustaka Obor Indonesia 
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verifikasi), serta empiris (dampak sosial terhadap pasangan dan keturunan 

dari ikatan perkawinan tersebut) dengan tujuan menghasilkan rekomendasi 

yuridis yang spesifik. Penelitian sebelumnya mengindikasikan urgensi 

elaborasi norma yang lebih eksplisit serta penguatan pedoman bagi hakim 

untuk mencegah dispensasi bertransformasi menjadi celah yang malah 

memperkuat praktik perkawinan anak.19 

       Dari aspek normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dirancang 

untuk mengurangi insiden perkawinan anak sekaligus memastikan prinsip 

kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dapat 

diwujudkan. Namun, realitas praktis menunjukkan adanya jurang antara visi 

hukum tersebut dengan aplikasi dispensasi pernikahan. Dispensasi yang 

disetujui secara terlalu longgar berpotensi melupakan substansi safeguard 

anak, sehingga ketentuan batas usia perkawinan mereduksi menjadi 

sekadar formalitas legal.20 

       Kesenjangan antara normatif dan empiris ini mengindikasikan adanya 

celah fenomenal dalam aplikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di 

satu pihak, negara berupaya memperkokoh perlindungan anak melalui 

mekanisme regulasi, tetapi di pihak lain, implementasi dispensasi nikah 

justru memperpanjang kelangsungan perkawinan di usia anak serta 

 
19 Judiasih (2020). Kontradiksi antara dispensasi pernikahan dengan upaya meminimalisir pernikahan 
di bawah umur di Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 
20 Mardani (2020) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana 
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bahaya yang menyertainya, termasuk terhadap anak yang lahir. Kondisi 

tersebut menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana hukum positif 

secara efektif mampu melindungi hak-hak anak dalam skenario ini.21 

       Dari perspektif akademik, riset mengenai dispensasi nikah umumnya 

lebih berfokus pada rationale permohonan, pertimbangan yudisial, serta 

konsekuensi sosial perkawinan prematur. Di sisi lain, studi yang secara 

eksplisit mengkaji perlindungan hak-hak anak yang berasal dari 

perkawinan dispensasi masih terbilang langka. Meskipun demikian, anak 

sebagai subjek hukum berhak atas jaminan hak-hak oleh negara sejak lahir, 

independen dari situasi perkawinan para orang tua. 

       Keterbatasan penelitian tersebut merefleksikan adanya kekosongan 

dalam kajian yang harus diatasi, khususnya berkaitan dengan analisis 

perlindungan hak anak dalam kerangka hukum positif pasca-pemberlakuan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Riset yang tersedia belum banyak 

mengintegrasikan dispensasi nikah dengan norma-norma perlindungan 

anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, contohnya 

Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibatnya, pemahaman terhadap 

 
21 Abidin (2022). Keberadaan dispensasi pernikahan setelah revisi Undang-Undang Perkawinan di 
Pengadilan Agama Donggala, Sulawesi Tengah. International Journal of Contemporary Islamic Law and 
Society, 4(1). 
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posisi hukum anak yang berasal dari perkawinan dispensasi nikah masih 

terbatas dan tidak menyeluruh.22 

       Relevansi riset ini semakin intensif karena anak diklasifikasikan 

sebagai kelompok yang vulnerabel dan membutuhkan proteksi hukum yang 

khusus. Kajian tersebut esensial untuk mengukur apakah implementasi 

dispensasi nikah selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak 

serta mandat negara dalam mengamankan hak-hak anak. Selain itu, 

penelitian ini dapat berperan sebagai mekanisme asesmen terhadap 

eksekusi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks safeguard 

anak. 

       Dari aspek aplikatif, temuan penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi terhadap aktor penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan 

Agama, dalam merenungkan permintaan dispensasi nikah. Pertimbangan 

hukum yang melampaui kepentingan orang tua semata, dengan 

memasukkan dimensi masa depan dan kesejahteraan anak yang lahir, 

menjadi esensial untuk diimplementasikan. Akibatnya, dispensasi nikah 

tidak lagi dianggap sebagai resolusi prosedural belaka, melainkan sebagai 

kebijakan yuridis yang bertujuan pada proteksi anak.23 

 
22 Yunanto, (2023). Perlindungan hukum bagi anak yang mengajukan dispensasi pernikahan setelah 
revisi Undang-Undang Perkawinan. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 
23 Haq & Rosita,  (2024). Penetapan dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur yang hamil di 
luar pernikahan. Bacarita Law Journal, 5(1), 132–142. 

12

31
43

63

Page 28 of 36 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3485422473

Page 28 of 36 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3485422473



 
 

       Konstruksi hukum positif didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

spesifik, dengan penekanan pada akurasi, penguatan kepastian hukum, 

dan transparansi manfaat yang dihasilkan oleh hukum tersebut. Dengan 

demikian, terminologi kaedah hukum konkrit dan kaedah hukum abstrak 

menjadi bagian integral dari kajian ini. Hukum positif disusun menggunakan 

istilah yang presisi, pernyataan yang definitif, konsepsi yang teliti, serta 

objek yang jelas. Hukum ini dirancang untuk memastikan kepastian yuridis, 

baik dalam esensi hukum itu sendiri maupun dalam aplikasinya. Kepastian 

hukum merupakan kewajiban yang harus direalisasikan. Oleh sebab itu, 

hukum diharapkan dapat menciptakan kepastian bersamaan dengan 

proporsionalitas yang menuju keadilan. Hukum positif dirancang untuk 

menyediakan keuntungan. Tanpa keuntungan, hukum tidak memiliki 

signifikansi sebagaimana dinyatakan oleh pragmatisme. Misalnya, hukum 

pidana yang berfungsi sebagai mekanisme penal harus dapat 

menghasilkan rasa jera dan ketakutan; jika kedua dampak tersebut tidak 

muncul, hal itu mengindikasikan ketidakefektifan hukum pidana.24 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai dispensasi 

nikah dan perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dalam perspektif 

hukum positif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki urgensi yang 

 
24 Syarifuddin, (2017). Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif. Legalitas: Jurnal Hukum, 7(1), 1-
22. 
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tinggi baik secara yuridis, akademis, maupun praktis. Penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai 

efektivitas regulasi yang ada sekaligus menawarkan rekomendasi guna 

memperkuat perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional. 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari 

perkawinan usia dini yang diawali dispensasi nikah? 

2. Bagaimanakah tanggungjawab suami dan istri terhadap hak-hak anak 

yang dilahirkan dari perkawinan yang didahului dispensasi nikah? 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana perlindungan hak-hak 

anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini yang diawali dispensasi 

nikah? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab suami 

dan istri terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang 

didahului dispensasi nikah? 

D. Manfaat Penelitian 
 

7
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1. Manfaat Teoretis 

       Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

       Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk 

menyelesaikan tugas kampus yang berkaitan dengan hasil penelitian. 

  

7
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